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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 Tahun 2018 

 TENTANG  

KEGIATAN PENYALURAN  

BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS DAN  

LIQUEFIED PETROLEUM GAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied 

Petroleum Gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan menyederhanakan perizinan 

usaha untuk mendorong investasi, perlu dilakukan 

penataan pengaturan kegiatan penyaluran Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar 

Gas dan Liquefied Petroleum Gas; 

 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan GaS Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 4152); 
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   2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4253); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga 

Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 399); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu 

(Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, 

Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan 

Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri; 

www.peraturan.go.id



2018, No. 303 
-3- 

   8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir 

Minyak dan Gas Bumi; 

   9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan 

Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333); 

  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

    11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR 

GAS DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan 

Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum 

Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran 

oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau 

Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan 

perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang 

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. 

2. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan 

usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan 

Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied 
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Petroleum Gas dalam skala besar yang menguasai 

dan/atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan, 

dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna 

akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 

3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM 

adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 

minyak bumi. 

4. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah 

bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan 

transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau 

hasil olahan dari minyak dan gas bumi. 

5. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG 

adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan 

untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan 

penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, 

butana, atau campuran keduanya.  

6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya 

disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang 

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau 

bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak 

bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar 

nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, 

standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan 

konsumen tertentu dan diberikan subsidi. 

7. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang 

selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan 

adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 

minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal 

dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah 

dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) 

sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu 

(spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. 

8. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar 

yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu 

seperti penggunanya/penggunaannya, kemasannya, 

volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan 

subsidi. 
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9. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar 

yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume 

dan harganya tidak diberikan subsidi. 

10. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan 

Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas 

adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha 

untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, 

Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan 

Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM yang 

selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha 

yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan 

Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan 

usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga 

Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. 

13. Sub Penyalur BBM adalah perwakilan dari sekelompok 

konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis 

BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat 

Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada 

anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan 

Pengatur. 

14. Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur 

yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan 

penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran 

pendistribusian LPG ke konsumen akhir. 

15. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas 

yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan 

kegiatan penyaluran BBM, BBG dan/atau LPG. 

16. Kelangkaan BBM dan/atau LPG adalah suatu kondisi 

tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas BBM 

dan/atau LPG di daerah tertentu dalam waktu tertentu 

yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan 

pendistribusian BBM dan/atau LPG. 
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